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ABSTRAK :

CATATAN :

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemerintah daerah
wajib membentuk unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan
anak.

Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945,
UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.12 Tahun 2022,
UU No.11 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan PP No.72 Tahun 2019, Perpres No.55 Tahun 2024, Permen PPPA No.4
Tahun 2018, Perda Kab. Wonosobo No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Wonosobo Wonosobo No.17
Tahun 2022, Perbup No.16 Tahun 2022.

Dalam peraturan ini mengatur pembentukan UPTD PPA pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang merupakan merupakan Unit Pelaksana Teknis kelas B
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. UPTD PPA menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan,
dan Pemulihan korban, Keluarga korban, dan/atau Saksi. UPTD memiliki fungsi
sebagai penyediaan sarana, tempat, dan/ atau ruang pelayanan, penataan
pola pelayanan, penjaminan kualitas pelayanan, penyediaan mekanisme,
pengelolaan, dan penyelesaian aduan Masyarakat serta pemantauan dan
evaluasi. Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu UPTD dapat
melakukan kerja sama layanan, bantuan kedinasan dan rujukan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2025.



